
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional, mulai dari desa 

hingga kota agar pembangunan semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada 

pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan 

pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak 

faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehinggaberdampak 

pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi 

pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan 

nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. 

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini 

menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan 

memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Di samping itu, Desa menjadi arena politik 

paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).Menurut 

UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Aprisiami (2012) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut 

adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik 

atau unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuanyang telah ditetapkan 

melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas 

pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan 

dengan baik. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang masih belum memahami akuntansi 

pemerintahan secara benar, khususnya daerah pedesaan. 

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya 

anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Hal ini tercantum pada UU No. 6 

Tahun 2014tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dankewajiban 

desa yang dapat dinilai denganuang serta segala sesuatu berupa uangdan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah 

kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang 

bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang 

selanjutnya disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 21 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa bahwa (1) 

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, 

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) 



 

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa 

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Songgon Kecamatan Songgon dengan memfokuskan pada 

penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk, karena 

akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana 

strategik dan tujuan- tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan 

dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Faktor yang 

mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan 

sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di sana. 

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat 

langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenaiprogram ini karena jika dana ini 

dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga 

sebaliknya. Sehubungan denganapa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEUANGAN 

DESA SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan perencanaan Alokasi Dana DesaSonggon, Kecamatan 

Songgon, Banyuwangi ? 

2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana DesaSonggon, Kecamatan 

Songgon, Banyuwangi ? 

3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan pertanggung jawaban Alokasi DanaDesa Songgon, 

Kecamatan Songgon, Banyuwangi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan perencanaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. 

3. Mendesripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan pertanggung awaban Alokasi Dana 

Desa di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti 

tentang akuntabilitas pengelolaan AlokasiDana Desa 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan 



 

akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagipenelitian 

3. Bagi Instansi 

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan 

Songgon dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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